
 
 

 
KEPUTUSAN WALI NAGARI PULUIK-PULUIK 

NOMOR: 140/25/Kpts/WN-PP/2019 
 

TENTANG 

 
KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018 
NAGARI PULUIK-PULUIK KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA 

KABUPATEN PESISIR SELATAN 
 

WALI NAGARI PULUIK-PULUIK 
 

Menimbang : a.  

 
 

 
b.  

bahwa dalam rangka pertanggung jawaban penggunaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 

2018;  

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari 

Puluik-Puluik tentang Keterangan Pertanggung Jawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 

Anggaran 2018. 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

  2.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

  3.  
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5539); 

  4.  
 

 

 

 
 

 

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 



 

 

 

 

 

 

5.  
 

 

 

 

 

6.  

 

7.  
 

 

8.  

 

 

 

9.  
 

10.  

 

 

 

 

11.  

 

 

 

 

12.  

 
 

 

 

 

13.  

 

 

 

14.  

 

15.  
 

 

16.  

 

17.  

Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4498) yang telah ditetapkan dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa Yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib 

dan Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);  

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817);   

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa  Tahun 2018; 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa; 

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari; 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 

2018 tentang Nagari; 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Nagari;  

 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 
 

KESATU : 
Realisasi Anggaran Pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Nagari Puluik-Puluik Tahun Anggaran 2018 diterima 

sebesar Rp 1.523.801.334,87 

KEDUA 

 

 

KETIGA 

 

KEEMPAT 

: 

 

 

: 

 

: 

Realisasi Anggaran Belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Nagari Puluik-Puluik Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 

1.489.521.100 

SILPA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Puluik-Puluik 

Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 37.733.790,20 

Pemanfaatan SILPA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari 

Puluik-Puluik Tahun Anggaran 2018 dimasukkan ke dalam 

pembiayaan penerimaan pada Anggaran Pendapatan Belanja 

Pemerintahan Nagari Puluik-Puluik Tahun Anggaran 2019. 

KELIMA 

 

 

 
 

KEENAM 

 

 

: 

 

 

 
 

: 

 

 

Uraian lebih lanjut tentang target dan realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nagari Puluik-Puluik Tahun Anggaran 

2018 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila 

terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka dapat 

dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Puluik-Puluik 

Pada tanggal  : 15 Maret 2019 
Wali Nagari Puluik-Puluik 

 
 

                    

                  JUMRIZAL   
 

 
 
 


